BUPATI INDRAMAY U

KEPUTUSAN BUFATI INDRAMAY
NOMCR : 421.5/Kep. 30L-Disdik /2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENCAH ATAS NEGERI | BOMNGAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPAT! INDRAMAYU,

bang © a.tahwa  dalam. rengka  npoeningkatkan  akses
pelayanan pendidilan, angka parus’ .asi

pendidikan, dan Indely Pembangunai  Manisiz
’ . i ]
(IPM), Pemecrintan Kabupaten Indramayu  scs ja;
“ewenangannyz mendirikas: unit sekolzl baru.

b. pahwa sesuaj ketentuan PFasal (82 avat (2]
Peraturan Pemarntah Nemor 17 Tahun 2010
ientang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan cebagaimans ielals diubah dengan
Peraturan Femerintah Nomor &5 Tahun 2010C

tentang  Perubahan Atws Peraturar Pemerintal
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelcdaan dan
Penyelenggaraun Pendidikan, menyatakan izin

rendirian untak T, SD, SMP, SMa dar SMK wvang
memenull standar  mimumum samped dengar:
Standar Nasional Pendidilar diber an e b
Bupati/Welikots

¢c. bahwa Dbercasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pads huruf a dan huruf b tersebur di
atas. maka p=rlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang pendirian Selolah Menengah Atas (SMA)
Negeri 1 Bongau di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu;

at : l.UUndang-Undang Nomor 14 tahun 1950 ientang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungau Provirisi Jawa barat sebagaimana telah
diubah dengan Urdang-Unaang Nomar 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengutah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950  tentang
Perabentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam
[ ingkungan Provinsi Jawa Barat;
- Undang-Undans Nomor 20 Tahun 20032 tentang
Sistem Pendidilcan Nasioval; .
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Pemeriatalan Dacrah sebagaimana telah beberapa
kali diubah teraxhir dengan Undang-Undang Nomor
22 Tedvn 2555 Uetadly  Ferununan  neaua Aas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang
Pamerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentar.g Standasr Nasional Pendidiken;

S. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemenntahan Daerah Previngd 2--
Pemerintakan Daerah Kabupatcn/Kot: %

6. Peraturan Pemerintas Nomor 48 Tahua 2008
tentang Pendana: n Pendidikan;

7. Peraturan Pemeiintal, Noror 17 Tahun 201] O
tentang Pengelvlazn dan Penyelenggaraan
Pendidikan  sebagaimane telch  diubah dengan
Peraturan Pemerinrah Nomor 66 Tahun 20 10
tentanz Perubzhan Atss Peraturan  Cemerin: b
Nomor 17 Tahun 2010 u:rumg'b Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikar :

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona, Nomor 19
Tahun 2007 tentaag  Standa. Pengelolaan
renduKan  oler  Satusn Pendidikan Dasar dan
Menengah:

9. Peraturan Daeral; Kabupaten Indramayu Nomor 18
Tahun 2007 tertang Pendicikan  dj Kabupaten
[ndramay;

10. Pr.raturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor s
Tahun 2008 tentang  Urusan  Pemerintahan
Kabupaten Indramayy;

11. Peracuran Daerah Kabupaten Indramey. Nomor 8
Tahihun 2008 tentang Diras Daerah Kabuvpaten

Indramayu;
12. Feraturan Bupati ‘ndrumaya Nomor 26 Tanun 2009

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Xabupaten Indramayu;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U,/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolan,

MEMUTUSKALI :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 1 BONGAS DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIXAN KABUPATEN INDRAMAYU




Mendirkan Sckolah Mencr.gah Atas Negeri | Bongas di
Lirgkungan Dinas DPendidikan iabupaten li:dramnyns,
yang berlckasi di Jalan Raya Bongas les. Bonga-
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dan diben
Nomor Statistik Sekolab (NSS) : 30.1.C218.206 01

Sekolah scbagaimana dimaksud pada Diktumn KESATU
keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi untuk
menyelenggarakan kegiatan pembelajaren sesuai jenjang
pendidikannya dan memelihara re¢levansi isinya dengan
kebutuhan masyaraltat dengan herpedoman kepada
ketentuan peraturan perniindang-undangan.

Biaya yang timbul akibat diterbitkarinya Keputrusan ini
dibebankan pada’ Anggaran Pendapatan den Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeral: (APBD) Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran
Pendapaten can Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Indramayu serta sumbher lain yang san dan tidak
mengikat.

KEEMPAT Keputusan ini mulai herlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di indramayu .
ai 21 canbari 201-

Tembusan:
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

. Yth. Gubernur Jawa Barat;

. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barzt;

. Yth. Ketua DPRD Keabupaten Indramayu;

. Yta. Inspektur Kabupaten Indramayu:

Yth. Kepala BAPPELCA Kabupaten [adramayu;

Yth. Ketua Dewan Pendidiken Kabup:ter Indrarnayu.
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